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TEKNIS PEMBERIANGAJI KETIGABELAS BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL,
PEJABAT NEGARADANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

OJ LINGKUNGANPEMERINTAHANDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

BUPATIMAJALENGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa! 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan, perlu dibentuk Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai
Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka.
1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Da!am Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Be1as
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Perintah Nomor 35
Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16
Tahun 2017 ten tang Standar Penghasilan, Tunjangan
Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN: 3
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
GAJI KETIGA BELAS BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEJABAT NEGARADAN DEWANPERWAKILANRAKYAT
DAERAH DI LINGKUNGANPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA.

BAB I
KETENTUANUMUM

PasaI 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu rut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adaIah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adaIah DPRDKabupaten Majalengka yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota DPRD.

6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada
karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan daIam bentuk
uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan perundang-undangan.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adaIah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)berdasarkan SPM.

BAB11 4
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BABII
PEMBERIANGAJI KETIGABELAS

Pasal2

(I) PNS, Pejabat Negara dan DPRD diberikan Gaji Ketiga Belas.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS.

(3) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang
menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar
instansi pemerintah daerah.

Pasal3

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya
diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan
tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
a. PNSmeliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan;
b. Pejabat Negara dan DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi,
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIII
PEMBAYARANGAJI KETIGABELAS

Pasal4

Gaji Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara dan DPRD dibayarkan pada
bulan Juli.

Pasal5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal6

Apabila PNS, Pejabat Negara dan DPRD menerima kelebihan pembayaran
Gaji Ketiga Belas dari yang telah ditentukan, maka kelebihan pembayaran
terse but merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara melalui
Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIV 5
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BABIV
PENDANAAN

PasaI 7

Pendanaan pemberian Gaji Ketiga Be1as dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BABV
KETENTUANPENUTUP

PasaI8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
MajaIengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
Diundangkan di MajaIengka
pada tanggaI 2B Juni 2019

SEKRETAR1S DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

r

~--
AHMAD SODIKlN

BERITA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SETDA KABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H.! M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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